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Abstract

Every international country in the world has various kinds of problems that
must be faced. One of the problems that are often a challenge for a country is the
case of corruption. Cases of corruption are criminal acts that can harm the country,
especially in terms of development, so it is very necessary to have a cooperative
relationship between countries in overcoming the crime of corruption. Many of the
perpetrators of corruption taken from foreign actions are not known by their

countries of origin.



Efforts are made to deal with criminal acts of corruption in the monitoring of
international law, namely the existen Extradition treaties are used to deal with and
prosecute perpetrators of corruption who fled to other countries outside of national
control. Indonesia made an extradition treaty with Singapore in which at that time
Maria Pauline Lumowa was proven guilty of corruption in the disbursement of
letters of credit (L/C) which cost the state Rp. 1.2 trillion with the existence of
fictitious documents to Bank BNI which then fled to Singapore so that their actions
were not known. In addition, Maria Pauline Lumowa received an additional
sentence of Rp. 185.8 billion and plus a fine of around Rp. 800 million subsidiaries
four months in confinement. Therefore, this article was created because it aims to
find out how the existence or existence of an extradition treaty on the Indonesia-
Singapore corruption eradication policy in international law monitoring,

especially in the Maria Pauline Lumowa corruption case study.
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Lumowace of extradition agreements between countries.
Abstrak

Setiap negara internasional di belahan dunia ini memiliki berbagai bentuk
kejahatan-kejahatan transnasional yang harus dihadapi. Salah satu kejahatan yang
menjadi tantangan suatu negara adalah kasus tindak korupsi. Kasus ini merupakan
bentuk tindak pidana yang dapat merugikan negara terutama dalam hal
pembangunan, sehingga sangat diperlukan adanya hubungan kerjasama antar
negara dalam mengatasi kasus tindak korupsi tersebut. Banyak tersangka korupsi
yang melarikan diri ke luar negeri supaya tindakannya tersebut tidak diketahui oleh
negara asalnya. Upaya yang dilakukan untuk menangani kasus tindak pidana
korupsi dalam pemonitoran hukum internasional yaitu dengan adanya pembentukan

perjanjian ekstradisi antar negara.

Perjanjian ekstradisi digunakan untuk menangani dan mengadili para
tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain di luar kekuasaan nasional
untuk bersembunyi. Indonesia membuat suatu perjanjian ekstradisi dengan

Singapura yang mana pada saat itu Maria Pauline Lumowa yang terbukti



melakukan tindakan korupsi pencairan Letter of Credit (L/C) senilai Rp. 1,2 triliun
yang merugikan negara dengan adanya dokumen palsu ke Bank BNI yang
kemudian lari ke negara Singapura supaya tindakannya tidak diketahui. Selain itu,
Maria Pauline Lumowa mendapat tambahan hukuman yaitu memiliki kewajiban
membayar uang pengganti dari hasil korupsinya sebanyak Rp. 185,8 miliar dan
ditambah denda sekitar Rp. 800 juta beserta hukuman kurungan selama empat
bulan. Oleh karena itu, artikel ini dibuat karena memiliki tujuan untuk mengetahui
bagaimana eksistensi atau keberadaan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura
terhadap kebijakan pemberantasan korupsi di Tanah Air dalam pemonitoran hukum

internasional terutama pada studi kasus korupsi Maria Pauline Lumowa.

Kata Kunci: Ekstradisi, Hukum Internasional, Korupsi, Maria Pauline

Lumowa

Latar Belakang

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam kehidupan
masyarakat di suatu negara memunculkan adanya tindak pidana internasional dalam
ruang lingkup atau pemonitoran hukum internasional. Tindak kejahatan
internasional (internasional crime) adalah salah satu bentuk tindakan individu
dalam masalah masyarakat internasional yang dibebani tanggung jawab
internasional (internasional criminal responsibility). Tindak pidana internasional
yang dimaksudkan tersebut adalah berupa kejahatan-kejahatan pidana yang
dilakukan berdasarkan ukuran internasional yang sering disebut kejahatan
transnasional (transnasional crime). Ada jenis-jenis kejahatan transnasional
(transnational crime) berdasarkan data yang dimuat oleh PBB pada tahun 1995
yaitu perdagangan manusia (human trafficking), perdagangan obat terlarang (illicit
drug trafficking), teroris (terrorism), pencucian uang (money laundering),
perdagangan senjata gelap (illicit arms trafficking), kejahatan komputer (computer
crime), penipuan asuransi (insurance fraud), pencurian kekayaan intelektual

(intellectual property theft), pembajakan laut (sea piracy), pembajakan pesawat



(aircraft hijacking), kejahatan lingkungan (envoronmental crime), korupsi dan
penyuapan (corruption and bribery), dan sebagainya.

Kejahatan transnasional merupakan tindak pidana suatu negara dan lembaga
peradilan memiliki kekuasaan atau yurisdiksi dalam menangani dan mengadili para
tersangka atau pelaku kejahatan yang dapat merugikan masyarakat internasional di
suatu negara. Ada berbagai jenis kejahatan transnasional yang telah dijabarkan
sebelumnya, ada salah satu tindakan atau kejahatan yang sering terjadi di berbagai
negara terutama di negara Indonesia dalam lingkungan masyarakat maupun
pemerintah adalah kasus tindak pidana korupsi (corruption). Kasus korupsi di
Indonesia telah menjadi masalah memprihatinkan yang mana tindakan tersebut
menghambat proses jalannya operasi pembangunan negara dan memanifestasikan
munculnya krisis multi dimensi pada eskalasi kualitas hidup masyarakat dan tingkat
perekonomian suatu negara.

Korupsi adalah suatu pelanggaran atas tindakan yang dilakukan oleh individu
atau sekelompok masyarakat dalam urusan atau kebijakan publik pada periode
tertentu yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban publik baik secara finansial
maupun politik demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Bahkan dalam sejarah
penanganan kasus korupsi tercatat ada beberapa tersangka untuk menghindari
tuntutan pidana, tersangka tersebut melarikan diri ke luar negeri. Untuk
melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, manajemen tata pemerintahan
dan kerjasama internasional yang baik khususnya dalam pengembalian aset-aset
yang berasal dari kasus korupsi tersebut. Oleh karena itu, setiap negara melakukan
korelasi atau hubungan kerjasama antar negara seperti membuat Perjanjian
Ekstradisi yang dijadikan sebagai pranata hukum untuk menangani kasus tindak
pidana korupsi.

Perjanjian Ekstradisi merupakan salah satu perjanjian internasional sebagai alat
penegak hukum dalam kehidupan bermasyarakat baik nasional maupun
internasional. salah satu bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, salah satu kejahatan
transnasional yang dapat terikat dengan perjanjian ekstradiksi adalah kejahatan
pidana korupsi. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain sebagai

prosedur hukum telah berlaku dan disepakati bersama sehingga para pelaku kasus



korupsi dapat diekstradisikan. Salah satu koruptor yang berhasil diekstradisi oleh
pemerintah Serbia pada tahun 2019, ditangkap oleh Interpol Serbia adalah Maria
Pauline Lumowa yang menyandang kasus korupsi pencairan Letter of Credit (L/C)
senilai Rp. 1,2 triliun terhadap bank BNI yang merugikan negara. Kemudian selama
17 tahun, Maria Pauline melarikan diri ke negara Singapura dan Belanda untuk
menghindari kewajiban atas tindakannya tersebut. Akan tetapi, Maria Pauline
Lumowa ditangkap Interpol Serbia dan pada akhirnya di bulan Juli 2020, Maria

Pauline di ekstradiksi ke Indonesia .

B. Metode Penelitian
Suatu penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang dalamnya berdasarkan pada
sistematika, metode, dan spekulasi yang bertujuan untuk mempelajari dan
menganalisis bagaimana proses pembentukan hukum tertentu (Soerjono
Soekanto, 2006). Metode penelitian ini menjadi unsur atau elemen penting
dalam membuat suatu penelitian. Menurut Darmadi (2013:153), metode
penelitian adalah metode ilmiah berdasarkan ciri-ciri keilmuan yaitu bersifat
sistematis, empiris, dan rasional untuk mendapatkan data.
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan artikel ilmiah, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif yaitu sebuah penelitian hukum yang akan
digunakan sebagai sumber bahan hukum yang mempelajari dan menelaah
asas-asas hukum yang diteliti secara normatif. Dalam bentuk penelitian
hukum normatif ini untuk mencari data seseorang, peneliti tidak terjun
langsung ke lapangan, namun dapat dilakukan dengan mengumpulkan data

sekunder dan mewujudkannya dalam rangkaian sebuah hasil penelitian.



Penelitian artikel ilmiah memuat tentang ‘“Pemonitoran Hukum Internasional
terhadap Eksistensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura dalam
Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Tanah Air dalam studi kasus Maria
Pauline Lumowa”.
. Sumber Data
Penelitian normatif adalah sumber data sekunder yang digunakan sebagai
sumber data. Data sekunder merupakan data yang diambil berdasarkan data
yang telah diolah oleh perantara atau pihak yang sebelumnya telah
mengumpulkan data tersebut seperti dalam bentuk publikasi, dokumen, atau
jurnal. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperlukan oleh data
primer sebagai data pelengkap. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh
dengan menggunakan metode jurnal atau dokumen seperti online jurnal,
buku-buku, pendapat para ahli, dan berbagai literatur sesuai dengan judul
artikel ilmiah ini. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama bersifat autoritatif yang
mempunyai otoritas. Sumber hukum primer ini meliputi peraturan
perundang-undangan dan dokumen resmi yang di dalamnya mengandung
ketentuan-ketentuan hukum.

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang
Ekstradisi

2. Data PBB pada tahun 1995 tentang jenis-jenis kejahatan transnasional
(transnational crime)

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang digunakan sebagai
pelengkap pada data sekunder dari sumber hukum primer. Pada artikel
ilmiah ini, bahan hukum sekunder menggunakan berbagai buku maupun
jurnal mengenai Pemonitoran Hukum Internasional terhadap Eksistensi
Perjanjian Ekstradisi dalam Kebijakan Pemberantasan Korupsi Indonesia-
Singapura dalam studi kasus Maria Pauline Lumowa”.

c. Bahan hukum tersier, adalah sumber hukum yaitu Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) yang digunakan sebagai pelengkap pada data sekunder

dari sumber hukum primer dan sekunder.



3. Teknik Pengumpulan Data
Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan
menelaah dari berbagai sumber literatur-literatur atau bahan perpustakaan
yang ada seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang
berkorelasi dengan judul artikel.

4. Analisa Data
Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisa
kualitatif yang menganalisis permasalahan yang diteliti yang divisualisasikan
berdasarkan pada fakta-fakta yang saling berhubungan sehingga

menghasilkan sebuah argumen atau pendapat yang tepat.

PEMBAHASAN

Perkembangan dunia pada saat ini diidentifikasi dengan berkembangnya
kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang meningkatkan kekuatan
hubungan antar negara sesuai pada jalan arus teknologi dan informasi yang ada,
sehingga kejahatan-kejahatan transnasional dalam ruang lingkup internasional akan
semakin meningkat. Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi adalah kasus
tindak pidana korupsi (corruption). Kasus korupsi digolongkan ke kelompok
kejahatan lintas negara (transnational crime). Hal ini didasarkan bahwa strategi
atau proses cara tindakan pemberantasan korupsi telah memiliki jangkauan atau
skala yang luas, karena pada saat ini kasus tindak pidana korupsi memiliki
karakteristik transnasional yaitu memiliki daerah perluasan yang artinya kasus
tindak pidana korupsi ini sudah berada di luar batas-batas wilayah suatu negara.
Kasus yang dihadapi oleh negara-negara di dunia pada saat ini adalah kasus korupsi.
Sejarah menyatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia merupakan kasus atau

permasalahan yang cukup serius dan harus cepat ditangani. Hal ini dibuktikan



dengan adanya sebuah grafik yang menunjukkan bahwa beberapa tahun sebelumya

kasus korupsi di Indonesia tergolong tinggi.

Berikut grafik dari tahun 1995-2019 yang memuat nilai Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia:
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Grafik 1. 1 Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Tahun 1995-2019

Tabel grafik diatas membuktikan bahwa kedudukan indeks kasus korupsi Indonesia
dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Ternyata apabila indeks kasus pidana
korupsi Indonesia dibandingkan dengan negara lain terutama di wilayah Asia

Tenggara, negara yang kasus korupsinya masih tergolong tinggi adalah Indonesia.

Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara 2020
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Grafik 1. 2 Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2020



Grafik ini juga menunjukkan adanya bahwa Transparency International pada
tahun 2020, ada perbedaan nilai Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara. Data dari
grafik tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi peringkat
kelima di kawasan Asia Tenggara yang mana dapat dilihat Indeks Persepsi Korupsi
Indonesia sebesar 37 dari skala 0-100 pada tahun 2020. Selain itu, grafik ini
membuktikan bahwa negara Singapura merupakan negara yang tingkat kasus
pidana korupsi yang paling tinggi karena menjadi tujuan utama dari tersangka
tindak korupsi. Mudahnya terjadi kasus tindak korupsi ini karena adanya kedekatan
sosial dan geografis antara Indonesia dan Singapura sebelum adanya perjanjian
ekstradisi (Bintang, 2016). Dengan berjalannya waktu, para pelaku kejahatan kasus
tindak korupsi ini setelah beraksi melakukan kejahatannya di wilayah suatu negara,
pelaku atau tersangka koruptor tersebut menghindari tanggung jawabnya yaitu
tuntutan pidana dari negara tempat asal pelaku melakukan kejahatan dengan jangka
waktu yang lama, sehingga tersangka melarikan diri ke wilayah negara lain seperti
negara Singapura untuk menghindari tanggung jawab berupa tuntutan pidana Oleh
karena itu, untuk mengatasi kejahatan atas kasus tindak pidana korupsi seperti ini,
setiap negara perlu membentuk sebuah hubungan kerjasama antar negara yang

dinyatakan dalam pembentukan sebuah perjanjian.

Semua orang sama dimata hukum. Jika sesorang melakukan kejahatan dan
dengan sengaja melarikan diri keluar negeri untuk menghindari proses hukum.
Sesuai hukum internasional maka kedua negara tersebut dapat mengikat perjanijian
yang disebut perjanian ekstradiksi. Perjanjian ekstradiksi hadir sebagai pengikat
yang legal antara kedua negara. Perjanjian ini begitu penting bagi negara yang
bermasalah untuk dapat memulangkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari
tuntutan hukum dan hukum dapat ditegakkan sehingga tercipta keadilan dan

kesejahteraan di masyarakat.

Dengan adanya perjanjian tersebut yang akan dijadikan sebagai institusi atau
pranata hukum diharapkan dapat menangani kasus korupsi. Perjanjian ini
dinamakan Perjanjian Ekstradisi. Menurut UU RI No. 1 tahun 1979, Definisi
Ekstradisi yaitu: “penyerahan suatu negara kepada negara yang meminta

penyerahan seseorang yang melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara dan



ditetapkan sebagai tersangka dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta
penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili”. Pada tahun 2007,
Indonesia dan Singapura melakukan perjanjian ekstradisi dan saat ini sedang dalam
tahap penandatangan proses ratifikasi (Ginting, 2011, p.455). Adapun tujuan
dibentuknya ekstradisi adalah untuk menjamin supaya tersangka korupsi tersebut
tidak menghindari tanggung jawab penuntutan, karena suatu negara yang
wilayahnya digunakan sebagai tempat pelarian sering kali tidak dapat menuntut
atau menjatuhkan hukum pidana kepada tersangka atau pelaku koruptor tersebut,
yang disebabkan tidak adanya yurisdiksi tersangka dan adanya aturan-aturan

hukum pidana.

Salah satu studi kasus yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi ini adalah
Maria Pauline Lumowa. Maria merupakan salah satu tersangka kasus pidana
korupsi dan menjadi buronan selama 17 tahun. Maria Pauline Lumowa terbukti
melakukan tindakan korupsi berupa pencairan dana berupa Letter of Credit (L/C)
terhadap peretasan kas BNI Kebayoran Baru sebanyak Rp. 17 triliun. Permintaan
dana talangan yang diajukan kepada bank BNI untuk melakukan kegiatan ekspor
yang mana hal tersebut merupakan awal kasus pembobolan BNI. Permintaan dana
talang tersebut diberikan dalam bentuk (L/C) yang mana (L/C) tersebut diminta
oleh sebuah kelompok usaha Gramarindo dan anak usahanya Triranu Caraka
Pasifik dengan jaminan adanya pembeli di luar negeri. Jumlah dana talang yang
diminta ke BNI adalah senilai Rp. 17 triliun. Sejak Desember tahun 2002 sampai
pada Juli tahun 2003, secara berturut-turut bank BNI mengeluarkan dana kepada
kelompok pengusaha tersebut. Maria Pauline Lumowa ini melakukan pergerakan
cepat yaitu melarikan diri terlebih dahulu ke negara Singapura dan Belanda sebelum
ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana korupsi. Untuk mengatasi hal tersebut,
pemerintah Indonesia mengajukan surat permohonan ekstradisi kepada
pemerintahan Belanda pada tanggal 29 April 2009 dengan nomor surat:
M.HH.A.H.08.02-13 yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Akan
tetapi, surat permohonan ekstradisi tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda. Maria
juga melanjutkan pelariannya, namun terhenti ketika Maria ditangkap oleh NCB
Interpol Serbia pada saat melakukan perjalanan ke negara Serbia. Pada saat itu,

pemerintah Indonesia belum melakukan hubungan perjanjian ekstradisi dengan



negara Serbia hingga saat ini. Namun, negara Serbia membebaskan Maria Pauline
atas dasar karena pada tahun 2015 silam, Indonesia membebaskan Nikolo Iliev

yang merupakan pelaku pencuri data.

Berdasarkan dalam pemonitoran hukum internasional, perjanjian ekstradisi
membahas atau mengenai tentang bagaimana pertama kali dalam pembuatan
perjanjian di praktekan pada negara-negara secara internasional sebagai aturan
kebijakan hukum yang telah lama yang mencakup atas perjanjian bilateral atau
perjanjian multilateral sebagai hukum negara yang telah diatur dalam hukum pidana

nasional Indonesia.

Tentu sangat penting sejatinya menjalin perjanjian ekstradiksi antara
Indonesia dan Singapura. Mengingat belasan hingga puluhan pelaku kejahatan
tindak korupsi bersembunyi dibawah payung Singapura sejak dulu hingga kini.
Namun, kepentingan nasional dari masing-masing membuat perjanjian yang sejak
tahun 2007 direncanakan hingga sekarang ini belum juga teratifikasi. Indonesia
menginginkan kembalinya para koruptor untuk menjalani proses hukum di
Indonesia termasuk mengembalikannya aset-aset hasil korupsi. Sementara
Singapura menginginkan ratifikasi atas perjanjian ekstradisi tersebut diparalelkan

dengan ratifikasi perjanjian kerjasama pertahanan.

Setiap negara memiliki kedaulatan, negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi
secara eksklusif di lingkungan wilayahnya sendiri. Aparat keamanan yang
dirugikan tidak bisa dengan sengaja memasuki wilayah teritorial negara
bersangkutan untuk menangkap seluruh pelaku kejahatan. Singapura yang juga
terkesan dengan sengaja menahan peratifikasian ekstradiksi dengan maksud agar
aset-aset milik koruptor tidak ditarik dari Singapura yang tentu akan merugikannya.
Apabila perjanjian ekstradiksi antara Indonesia dan Singapura terjalin tentu seperti
kasus Maria Pauline, para pelaku kejahatan tindak korupsi yang bersembunyi di
Singapura akan dengan mudahnya ditangkap dan dilakuakan proses hukum oleh

Indonesia berkat adanya ekstradiksi, seperti antara Serbia dan Indonesia.



KESIMPULAN

Perkembangan dari kemajuan IPTEK memanifestasikan kejahatan-kejahatan
transnasional dalam pemonitoran hukum internasional. Berbagai bentuk kejahatan-
kejahatan transnasional, salah satunya adalah kasus tindak pidana korupsi yang
merupakan kelompok dari kejahatan lintas negara. Hal tersebut didasarkan dengan
adanya tindakan pemberantasan korupsi wilayahnya memiliki jangkauan yang luas
dalam arti kasus korupsi tersebut sudah dilakukan di luar wilayah suatu negara.
Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong yang memiliki kasus korupsi
tertinggi. Apabila dilihat dari grafik indeks korupsi di kawasan Asia Tenggara,
negara Singapura merupakan negara yang tingkat kasus korupsi paling tinggi. Hal
tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Singapura sering kali menjadi tempat

pelarian dan persembunyian para koruptor.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kasus-kasus tindak pidana korupsi tersebut,
maka setiap negara memiliki sebuah perjanjian sebagai hubungan kerjasama yang
dijadikan sebagai pranata hukum. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian
ekstradisi. Pada tahun 2007, Indonesia dan Singapura telah melakukan perjanjian
ekstradisi dan pada saat ini masih dalam proses ratifikasi. Salah satu studi kasus
yang berhubungan kasus tindak korupsi dalam pemonitoran hukum internasional
adalah kasus korupsi yang dilakukan Maria Pauline Lumowa. Berdasarkan kasus
korupsi Maria Pauline Lumowa terdapat unsur ekstradisi yang berkekuatan hukum.
Maria Pauline yang terbukti melakukan tindakan korupsi berupa pencairan dana
dalam bentuk Letter of Credit (L/C) terhadap BNI sebanyak Rp. 17 triliun. Lalu
Maria Pauline Lumowa menghindari tuntutan pidana dengan melarikan diri ke
Singapura dan Belanda, dan pada akhirnya pelarian Maria Pauline terhenti ketika
ditangkap oleh NCB Interpol Serbia. Namun, Maria dibebaskan oleh negara Serbia
atas adanya hubungan timbal balik yang mana sebelumnya Indonesia telah

membebaskan Nikolo.
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